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DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi Unit Penerima Dokumen Notasi
001 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga SET
002 Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan P1]
003 Direktorat Pembangunan Jalan PAJ
004 Direktorat Preservasi Jalan PE]
005 Direktorat Jembatan JEM
006 glraeﬁtg;a;cr aJre]a!an Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas JBHEID
007 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I BPIN I
008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II BBPIN II
009 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III BPJN III
010 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV BPIN IV
011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V BBPIN V
012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI BBPIN VI
013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII BBPJN VII
014 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII BBPIN VIII
015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX BPIN IX
016 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X BPIN X
017 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI BBPIN XI
018 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII BPJIN XII
019 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII BBPIN XIII
020 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV BPIN XIV
021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV BPIN XV
022 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI BPIN XVI
023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII BPIN XVII
024 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII BBPIN XVIII
025 Balai Jembatan Khusus dan Terowongan BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada

unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.
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Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan (Readliness
Criteria) terhadap Usulan Program Penyelenggaraan Jalan Nasional Tahunan dari
Direktorat Terkait/Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Meliputi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Studi Kelayakan (FS), Dokumen
Lingkungan, Kesiapan Lahan dan Rencana Terinci Akhir (DED).

Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penilaian Kelengkapan Kriteria
Kesiapan (Readiness Criteria) terhadap Usulan Program  Penyelenggaran Jalan
Nasional Tahunan agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan
serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

Acuan
3.1  Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;

3.2  Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

3.3  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

3.6  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3.7 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010, tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Nomor 369/KPTS/M/2005;

3.8  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan
Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut
Statusnya sebagai Jalan Nasional;
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